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Abstract

Supervisory judges and observer judges are appointed for two years
Specifically to supervise and observe inmates while Serving their sen-
tences in correctional institutions as the implementation of the judge”s
decision, regarding the behavior of inmates and officers towards the
inmates. The granting of parole during the Covid-19 is requlated in the
requlation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of
Indonesia No. 10 of 2020 concerning the Conditions of granting assim-
ilation and integration rights for Convicts and children in the context
of preventing and overcoming the spread of covid-19. The legal re-
search used is empirical legal research, means data obtained from Su-
pervisory judges and observers as the first Source through field re-
search, which was carried out by observation. Supervisory judges and
observers have no role in the parole process. Policies the implementa-
tion of parole during covid-19, Supervisory judges and observers make
visits to the class 11 B detention Center to inform the inmates who are
eligible to get parole during Covid-19. In carrying out their duties,
they cannot work optimally, there are many shortcomings that occur in
Various ways that hinder the work.

Abstraks

Hakim pengawas dan pengamat ditunjuk selama waktu 2 (dua) tahun
untuk khusus mengawasi dan mengamati terhadap warga binaan.
Pemberian pembebasan bersyarat di masa Covid-19 di atur dalam Per-
aturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak
Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan
Penanggqulangan Penyebaran Covid-19. Penelitian hukum yang di-
gqunakan adalah penelitian hukum empiris, artinya data yang diproleh
langsung dari hakim pengawas dan hakim pengamat sebagai sumber
pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan dengan
observasi. Hakim pengawas dan pengamat tidak mempunyai peran
terhadap proses pembebasan bersyarat. Kebijakan hakim pengawas dan
pengamat dalam pelaksanaan pembebasan bersayarat di masa covid-19,
hakim pengawas dan pengamat melakukan kunjungan ke Rutan Kelas
II B Ruteng guna memberitahukan kepada narapidana-narapidana
mana saja yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pem-
bebasan bersyarat selama masa covid-19. Dalam perjalanannya hakim
pengawas dan pengamat ini tidak berjalan sebagaimana mestinya,
banyak kekurangan disana-sini yang menghambat pekerjaan mulia ini
di masa covid-19.
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1. Pendahuluan

Dalam UUD Negara Republik Indone-
sia 1945, kekuasaan kehakiman diatur dalam
Bab IX, Pasal 24, 24A, 24B, 24C, dan 25, ke-
kuasaan kehakiman merupakan kekuasaan
yang merdeka, artinya dalam melakukan pe-
radilan guna menegakan hukum dan keadi-
lan, kekuasaan kehakiman harus bebas dari
pengaruh pihak lain, baik dari warga atau
kelompok masyarakat, maupun dari lem-
baga lain.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Aca-
ra Pidana ini ditujukan untuk melaksanakan
dan menjalankan proses peradilan dalam
lingkup peradilan umum dan Mahkamah A-
gung dengan mengatur hak serta kewa-jiban
bagi mereka yang ada dalam proses pidana,
sehingga dengan demikian dasar utama ne-
gara hukum dapat ditegakkan de-ngan baik
dan benar. Tidak ada perbedaan di hadapan
hukum baik tersangka, terdakwa, maupun
aparat penegak hukum sama-sama warga
negara yang memiliki hak, kedudukan, serta
kewajiban di hadapan hukum (Sihombing,
2013; Eleanora, 2012; Saribu et al., 2018; dan
Asnatuti & Ibrahim, 2019). Hal ini dilakukan
dalam upaya untuk mencari, serta mewu-
judkan kebenaran dan keadilan dan bagi si-
apa pun yang melakukan pelanggaran hu-
kum akan mendapat perlakuan yang sama
tanpa perbedaan satu dengan yang lainnya.
Hukuman pidana penjara (hukuman dalam
bentuk lain bisa hukuman pidana mati, pi-
dana kurungan, pidana denda, pidana tu-
tupan) berupa pembatasan kebebasan berge-
rak dari seorang terpidana, yang dilakukan
menutup orang tersebut didalam sebuah
Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pema-
syarakatan mewajib-kan orang itu untuk
mentaati semua peraturan tata tertib yang
berlaku didalam Lembaga Pemasyarakatan,
yang dikatakan dengan sesuatu tindakan
tata tertib bagi mereka yang telah melanggar
peraturan tersebut (Wulandari, 2012; Taufiq,
2016; dan Jufri, 2017); (Rosalina & Handary,
2020).

Tugas hakim dibidang pengawasan
pelaksanaan putusan pengadilan diperun-
tukkan bagi kepastian tentang dilaksana-
kannya hasil akhir proses perkara pidana be-
rupa keputusan hakim agar hukum mem-
proleh kewibawaan dihadapan masyarakat
yang tata kehidupannya disusun berdasar-
kan atas hukum. Sedangkan tugas pengama-
tan dimasud untuk memproleh kepastian
agar akibat dari putusan hakim dapat mem-
proleh efektivitas dari penjatuhan pidana
yang diterapkan, dan mempunyai manfaat
bagi setiap orang terpidana untuk meng-in-
safi kembali kejalan yang benar serta man-
faat bagi masyarakat untuk mendapatkan
ketentraman serta keseimbangan hidup ber-
masyarakat guna mempertahankan terse-
lenggaranya tertib sosial (Poernomo, 1998).
Bagi hakim pengawas dan pengamat (was-
mat), dalam melaksanakan tugasnya selain
KUHAP dan pedoman pelaksanaan KUHP
sebagai dasar hukumnya, dilengkapi pula
dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Re-
publik Indonesia Nomor 3 Tahun 1984 ten-
tang pelaksanaan tugas Hakim Pengawas
Dan Pengamat (wasmat) dan Surat Edaran
Mahkamah Agung Republik Indonesia No-
mor 7 Tahun 1985 tentang petunjuk pelak-
sanan tugas hakim Pengawas Dan Pengamat
(wasmat). Hakim pengawas dan pengamat
mempunyai tugas khusus selama 2 tahun
untuk membantu ketua Pengadilan Negeri
dan tugas itu dilakukan dengan tujuan un-
tuk memproleh kepastian bahwa putusan
pengadilan telah dilaksanakan sebagaimana
mestinya dan juga digunakan untuk bahan
penelitian demi ketetapan yang bermaanfaat
bagi pengaruh pemberian putusan pembe-
basan bersyarat terhadap warga binaan yang
dilihat dari tingkah laku warga binaan. Da-
lam menjalankan pengawasan dan penga-
matan putusan pengadilan, hakim penga-
was dan pengamat (wasmat) lebih bersifat
administratif dan pasif, yaitu menunggu la-
poran dari jaksa yang berkaitan dengan pe-
laksaan putusan pengadilan. Tugas penga-
wasan dan pengamatan dilaksanakan o-leh
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hakim pengawas dan pengamat (wasmat)
setelah ketua pengadilan menjatuhkan pu-
tusan pengadilan yang telah memproleh
kekuatan hukum yang tetap (Waluyo, 1991:
132; Alhumami, 2018; dan Iswariyani et al.,
2021).

Pemberian pembebasan bersyarat di
masa Covid-19 diatur dalam Peraturan Men-
teri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Repub-
lik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang
Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Inte-
grasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam
Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan
Penyebaran Covid-19. Tujuan dari sistem pe-
masyarakataan adalah mengupayakan war-
ga binaan untuk tidak mengulangi lagi per-
buatanya melanggar hukum yang pernah
dilakukan warga masyarakat serta dapat
berperan aktif sebagaimana anggota ma-
syarakat lainya (Priyatno, 2006: 111). Berbe-
da dengan kebijakan yang diambil oleh pe-
merintah saat ini, melalui Kementrian Hu-
kum dan HAM, alih-alih pembebasan ta-
hanan karena alasan berprilaku baik yang
biasanya diberikan pada bertepatan hari ke-
merdekaan atau hari besar keagamaan sep-
erti Hari raya Idul Fitri, pemberian remisi
melalui makna asimilasi dan integrasi ini di-
berikan berdasarkan kekhawatiran penyeba-
ran virus covid-19 atau corona. Hal ini di-
waspadai karena kekhawatiraan pemerintah
dengan penyebaran virus yang akan cepat
menyebar di lingkungan lembaga pemasya-
rakataan dengan alasan satu lainya seperti
kapasistas yang melebihi prasarana atau
tidak tersedianya fasilitas social discanting an-
tar penghuni warga binaan.

Menurut Dwidjapriyanto (2006), pem-
beriaan remisi sebagaimana diatur dalam
Pa-sal 9 ayat 1 Keputusan presiden RI No-
mor 174 tahun 1999 akan membawa akibat
hukum sebagai berikut: 1). Pengurangan
masa pidana yang akan dijalani oleh narapi-
dana maupun anak pidana; 2) Pemberian
remisi mengakibatkan berkurangnya masa
pidana yang masih harus dijalani oleh Na-

rapidana. 3) Pengurangan masa pidana yang
menyebabkan pembebasaan seketika; 4)
Pembebasaan diberikan kepada narapidana
yang setelah dikurangi remisi umum mau-
pun remisi tambahan, masa pidana yang
harus dijalani ternyata mengakibatkan masa
pidananya habis, tepat saat pemberiaan re-
misi yaitu pada 17 agustus pada tahun ber-
sangkutaan. 5) Masa pembebasaan bersyarat
atau pelepasaan bersyarat menjadi lebih
singkat. Pembebasaan bersyarat diberikan
kepada narapidana yang telah menjalani
pidananya 2/3 (dua pertiga), sekurang ku-
rangnya telah menjalani pidana selama 9
(sembilan) bulan maka dengan pemberian
remisi akan mengurangi masa remisi, masa
pidana dari narapidana yang bersangkutan
dan, hal ini akan mengakibatkan pembeba-
san bersyarat menjadi lebih singkat. 6) Aki-
bat hukum lainya adalah remisi yang dida-
lamnya mengatur pula ketentuan tentang
komutasi atau perubahan pidana penjara
seumur hidup menjadi pidana penjara se-
mentara waktu 15 (lima belas) tahun dengan
syarat antara lain narapidana tersebut telah
menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) ta-
hun berturut-turut dan berkelakuaan baik
(Prayitno: 2006): 40).

Tujuan penelitian ini adalah untuk
menganalisis dan menelaah peranan hakim
pengawas dan pengamat dalam pelaksanaan
pembebasan bersyarat di masa covid-19 dan
kebijakan hakim pengawas dan pengamat
dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat
dimasa covid-19.

2. Metode

Jenis penelitian ini merupakan pene-
litian hukum empiris, artinya penulis tidak
saja meneliti dari aspek normativitasnya te-
tapi hukum juga dikaji tentang” Peranan
Hakim Pengawas Dan Pengamat Dalam
Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Di Masa
Covid-19”, yakni data yang diproleh lang-
sung dari hakim pengawas dan hakim pe-
ngamat sebagai sumber pertama dengan
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melalui penelitian lapangan, yang dilakukan
dengan obsevasi, dimana dalam penulis-
annya mengacu pada 1) Peraturan Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang
Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, A-
similasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pem-
bebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas,
Dan Cuti Bersyarat. 2) Surat Edaran Mah-
kamah Agung Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 1985 tentang petunjuk pelak-saan
tugas hakim Pengawas Dan Pengamat
(wasmat). 3) SEMARI Nomor 7 tahun 1985
dan 4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
10 Tahun 2020. Jenis bahan hukum yang
digunakan, yaitu bahan hukum primer, se-
kunder, dan bahan hukum tersier.

3. Hasil dan Pembahasan

Peranan Hakim Pengawas Dan Pengamat
Dalam Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat
Di Masa Covid-19

Secara normatif menurut Pasal 1 ayat
(5) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman, yang di-
maksud dengan hakim adalah hakim pada
Mahkamah Agung dan hakim pada badan
peradilan yang berada di bawahnya dalam
lingkungan peradilan umum, lingkungan
peradilan agama, lingkungan peradilan mili-
ter, lingkungan peradilan tata usaha negara,
dan hakim pada pengadilan khusus yang
berada dalam lingkungan peradilan terse-
but. Pengertian hakim juga terdapat dalam
Pasal 1 butir 8 KUHAP, hakim adalah peja-
bat peradilan negara yang diberi wewenang
oleh undang-undang untuk mengadili. Ha-
kim adalah konkretisasi hukum dan keadi-
lan yang abstrakmenggambarkan hakim se-
bagai wakil Tuhan di bumi untuk mene-
gakkan hukum dan keadilan (Wisnubroto:
1997: 2). Hakim adalah suatu dimensi yang
sangat esensial dalam proses penegakan hu-
kum khususnya dalam penyelesaian per-
kara-perkara di tingkat peradilan. Hakim
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di-

artikan sebagai orang yang mengadili perka-
ra di pengadilan atau mahkamah, keputus-
annya tidak dapat diganggu gugat (Depar-
temen Pendidikan Nasional, 2003: 383).

Mengenai hasil penelitian penulis ten-
tang peranan hakim pengawas dan penga-
mat dalam pelaksanaan pemberian pembei-
basan bersyarat dimasa covid-19, hakim
pengawas dan pengamat pengadilan Negeri
Ruteng melaksanakan tugasnya di rutan
kelas II B Ruteng yang dialih fungsikan ke
lembaga pemasyarakatan, beracuan pada
aturan-aturan sebagai berikut: 1) Undang-
undang nomor 48 tahun 2009 tentang ke-
kuasaan kehakiman (pasal 52). 2) Undang-
undang nomor 2 tahun 1986 sebagaimana te-
lah diubah terakhir dengan undang-undang
nomor 49 tahun 2009 tentang peradilan u-
mum. 3) Undang-undang nomor 8 tahun
1981 tentang hukum acara pidana (BAB XX,
pasal 277-283). 5) SK KMA Nomor 080/
KMA/SK/VIII/2006 tanggal 19 Oktober
2006. 6) Surat Edran Mahkamah Agung
Nomor 7 Tahun 1985 Tentang Petunjuk Pe-
laksanaan Tugas Hakim Pengawas Dan
Pengamat.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Ta-
hun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana, tugas Hakim Pe-
ngawas dan Pengamat juga diatur di dalam
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7
Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat. Ber-
dasarkan hasil wawancara dengan hakim
pengawas dan pengamat di pengadilan
Negeri Ruteng mengatakan bahwa pola
pembinaan warga binaan selama masa pan-
demi sudah berjalan dengan baik dan sela-
ma masa covid-19, hakim pengawas dan
pengamat tetap melakukan kunjungan ke
Rutan Kelas II B Ruteng dan selama masa
covid-19, hakim pengawas dan pengamat
sudah tiga kali melakukan kunjungan ke
Rutan Kelas II B Ruteng dengan tetap mem-
perhatikan protokol kesehatan yang ketat.
Menurut hakim pengawas dan pengamat
Pengadilan Negeri Ruteng peran hakim
pengawas dan pengamat dalam pelaksanaan

4 |ML] Volume 3 Nomor 1 2022



ML] Merdeka Law Journal
Vol. 3 (1) 2022: 1-22

pembebasan bersyarat dimasa covid-19 bah-
wa hakim pengawas dan pengamat hanya
dapat mengawasi dan mengamati serta tidak
memiliki wewenang terkait dengan penen-
tuan apakah warga binaan tersebut berhak
mendapatkan pembebasan bersyarat dan ha-
kim pengawas dan pengamat tidak mempu-
nyai peran terhadap proses pembebasan
bersyarat. Hakim pengawas dan pengamat
hanya mempunyai peran dalam hal mela-
kukan kunjungan ke Rutan Kelas II B guna
memberitahukan kepada warga binaan ter-
kait dengan hak-hak warga binaan seperti
remisi, pembebasan bersyarat dan hak-hak
lainnya berdasarkan pasal 28 dan 85 Pera-
turan Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Ta-
hun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara
Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengun-
jungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti
Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Ken-
dala yang dihadapi oleh hakim pengawas
dan pengamat pada saat melakukan kun-
jungan ke Rutan Kelas II B Ruteng selama
masa covid-19 yaitu terdapat beberapa war-
ga binaan yang telah terinfeksi virus covid-
19, sehingga terjadi beberapa kali penun-
daan jadwal pengamatan dan pengawasan
dan selama masa covid-19 hakim pengawas
dan pengamat sudah tiga kali melakukan
kunjungan ke Rutan Kelas II B Ruteng dan
akan tetap melakukan kunjungan berkala
selama masa covid-19 dan diharapkan tidak
adanya warga binaan yang terinfeksi lagi
sehingga hakim pengawas dan pengamat
tidak terhambat dalam melakukan kunjun-
gan ke Rutan Kelas II B Ruteng.

Disamping sebagai pengontrol dil-
aksanakannya putusan pengadilan, kebera-
daan hakim pengawas dan pengamat di-
harapkan pula ikut menunjang keberhasilan
pembinaan warga binaan itu sendiri di Ru-
tan ataupun lembaga pemasyarakatan. Me-
nurut penulis hakim pengawas dan penga-
mat mempunyai peran dalam pelaksanaan
pembebasan bersyarat di masa covid-19 di-

mana ketika hakim pengawas dan pengamat
melakukan kunjungan ke Rutan Kelas II B
Ruteng sebetulnya hal itu sudah bisa di-
katakan sebegai peranan. Ada beberapa ke-
untungan yang dapat diperoleh dari adanya
pengawasan oleh hakim pengawas dan
pengamat dalam pelaksanaan putusan ada-
lah sebagai berikut: 1) Dapat mencegah dan
menghindari terjadinya penyimpangan yang
mungkin terjadi pada pelaksaan hukuman,
salah satunya adalah Pemalsuan isi putusan,
di lakukan dengan cara mengganti pidana
yang tercantum dalam amar putusan misal-
nya yang semula amarnya pidana penjara
selama empat tahun di ubah menjadi empat
bulan. 2) Untuk memberikan pengertian
bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan un-
tuk memberikan penderitaan dan keseng-
saraan kepada narapidana, tetapi justru un-
tuk membina agar narapidana dapat kemba-
li menjadi masyarakat yang baik, hal ini
sesuai dengan perubahan paradigma pem-
idanaan di Indonesia dari penjara ke pe-
masyarakatan. Filosofi pemidanaan yang di
anut Indonesia tidak lagi fokus pada pem-
balasan yang berujung pada penyengseng-
saraan pelaku kejahatan tetapi lebih kepada
pembinaan agar seorang narapidana dapat
kembali hidup di masyarakat dengan baik.
Konsep penjara di ubah menjadi Lembaga
pemasyarakatan, yang berarti orang yang di
masukan ke lembaga pemasyarakatan ialah
untuk di masyarakatkan kembali. 3) Me-
nambah pengetahuan hakim pengawas dan
pengamat serta memperluas pandangan me-
ngenai pengaruh dari keputusan yang di
jatuhkannya terhadap narapidana, setelah
mengetahui secara langsung keadaan narap-
idana dalam menajalni hukumannya. De-
ngan demikian, hakim akan mempunyai ba-
nyak pertimbangan yang harus di perhati-
kan dan di pikirkan sebelum putusan di
jatuhkan, yang akhirnya putusan tersebut
akan dapat di laksanankan dengan efektif
dan memenubhi sasaran.
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Kebijakan Hakim Pengawaas dan Penga-
mat dalam Pelaksanaan Pembebasab Ber-
syarat Di Masa Covid-19

Dalam memandang hukum sebagai
alat kontrol sosial manusia, maka hukum
merupakan salah satu alat pengendali sosial
(Diab, 2014; Putra, 2018; dan Amalia &
Khusairi, 2021). Alat lain masih ada sebab
masih saja diakui keberadaan pranata sosial
lainnya (misalnya keyakinan, kesusilaan).
Kontrol sosial merupakan aspek normatif
kehidupan sosial. Hal itu bahkan dapat di-
nyatakan sebagai pemberi defenisi tingkah
laku yang menyimpang dan akibat-akibat
yang ditimbulkannya, seperti berbagai la-
rangan, tuntutan, dan pemberian ganti rugi
(Rahardjo, 1983: 35).

Travis Hlcrhi, sebagai pelopor dari
teori control sosial menyatakan bahwa per-
ilaku criminal merupakan kegagalan ke-
lompok-kelompok sosial konvensional sep-
erti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk
mengikatkan atau terikat dengan individu.
Argumentasi dari teori control sosial adalah
bahwa individu dilihat tidak sebagai orang
yang secara instrinsik patuh pada hukum,
namun menganut segi pandangan antithesis
dimana orang harus belajar untuk tidak
melakukan tindak pidana. Jadi argumentasi
ini menyatakan bahwa pada dasarnya kita
semua dilahirkan dengan kecenderungan
alami untuk melanggar aturan hukum
(Adang, 2013: 102). Berdasarkan hasil wa-
wancara penulis dengan hakim pengawas
dan pengamat Pengadilan Negeri Ruteng
bahwa mengenai kebijakan hakim pengawas
dan pengamat bahwa hakim pengawas dan
pengamat berinisiatif memberitahukan ke-
pada narapida yang telah memenuhi per-
syaratan untuk mendapatkan pembebasan
bersyarat dan hak-hak lainnya yang sudah
menjadi hak-hak dari narapidana, seperti
yang tertuang dalam pasal 28 Peraturan
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018
Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian
Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Ke-

luarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menje-
lang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Menurut
hakim pengawas dan pengamat Pengadilan
Negeri Ruteng, dalam melakukan kunjun-
gan ke Rutan Kelas II B Ruteng hakim
pengawas dan pengamat memberitahukan
juga tentang syarat mendapatkan pembeba-
san bersyarat bagi narapidana seperti yang
tertuang dalam pasal 82 Peraturan Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang
Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, A-
similasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pem-
bebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Be-bas,
Dan Cuti Bersyarat.

Asimilasi akan di berikan kepada na-
rapidana apabila narapidana tersebut sudah
menjalani %2 masa hukuman dan 2/3 nya
jatuh di tanggal 31 Desember 2021. Tetapi
tidak semua narapidana bisa mendapatkan
asimilasi tersebut. Asimilasi tidak akan di-
berikan kepada narapidana dan anak yang
melakukan tindak pidana terkait dengan
narkotika, prekursor narkotika, dan psiko-
tropika, terorisme, korupsi, kejahatan ter-
hadap keamanan negara, kejahatan hak asasi
manusia yang berat, serta kejahatan transna-
sional terorganisasi lainnya. Selain itu, asim-
ilasi tidak diberikan kepada narapidana dan
anak dengan tindak pidana pembunuhan
Pasal 339 dan Pasal 340, pencurian dengan
kekerasan Pasal 365, kesusilaan Pasal 285,
sampai dengan Pasal 290 KUHP, serta
kesusilaan terhadap anak sebagai korban
Pasal 81 dan Pasal 82 UU Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Narapidana dan anak yang melakukan pen-
gulangan suatu tindak pidana yang sebe-
lumnya telah dijatuhi pidana dan ber-
kekuatan hukum tetap, serta narapidana ka-
sus narkotika, prekursor narkotika, dan psi-
kotropika yang dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 5 tahun juga dipasti-
kan tidak akan mendapatkan hak asimilasi.
Pemberian pembebasan bersyarat dimasa
covid 19 sudah sesuai dengan prosedur dan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
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Manusia, karena pemberian hak asimilasi
bagi warga binaan dilihat dari PERMEN-
KUMHAM No. 3 tahun 2018. Dan apabila
warga binaan yang telah diberikan asimilasi
selama pandemic covid-19 melakukan pe-
langgaran hukum kembali, akan dicabut hak
asimilasinya dan akan menjalani sisa huku-
man lama sebelum menjalani masa huku-
man yang baru. Selama masa covid-19 Ru-
mah Tahanan Negara Kelas II B Ruteng telah
memberikan hak asimilasi kepada 204 warga
binaan. Jumlah warga binaan yang menda-
patkan asimilasi covid-19 dan integrasi ta-
hun 2020-2021 disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Warga binaan yang mendapatkan asimi-
lasi covid-19 dan integrasi tahun 2020-2021

No Perkara Jumlah
(orang)
1 Pencurian 40
2 Narkotika 2
3  Penganiayaan 68
4 Kesusilaan 2
5  Perlindungan Anak 22
6  Lakalantas 6
7 Pemalsuan materai-surat 1
8  Penipuan 4
9  Perjudian 18
10  Perikanan 10
11  Migas 6
12 Penggelapan 2
13 Human trafiking 3
14  Kekerasan dalam rumah 3
tangga
15 Pembunuhan 6
16  Kesehatan 2
17  Penadahan 1
18 Informasi dan transaksi 1
eletronik (ITE)
19  Pengerusakan 1
20 Lain-lain 6
Jumlah 204

Menurut penulis mengenai kebijakan
hakim pengawas dan pengamat dalam pe-
laksanaan pembebasan bersyarat dimasa
covid-19 sudah melakukan tugasnya dengan
baik dengan kebijakan yang dilakukan yaitu
hakim pengawas dan pengamat berinisiatif
memberitahukan kepada narapida yang te-

lah memenuhi persyaratan untuk men-
dapatkan pembebasan bersyarat dan hak-
hak lainnya yang sudah menjadi hak-hak
dari narapidana, seperti yang tertuang da-
lam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak A-
sasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03
Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara
Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengun-
jungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti
Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.
Kebijakan yang dilakukan oleh hakim
pengawas dan pengamat dalam hal ini san-
gat membantu narapidana sehingga narapi-
dana mengetahui apa saja yang menjadi
hak-haknya sebagai narapidana, hakim pe-
ngawas dan pengamat juga memberitahu-
kan tentang syarat mendapatkan pembeba-
san bersyarat bagi narapidana seperti yang
tertuang dalam pasal 82 Peraturan Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang
Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi,
Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Be-
bas, Dan Cuti Bersyarat. Apabila warga bi-
naan yang telah diberikan asimilasi selama
pandemic covid-19 melakukan pelanggaran
hukum kembali, akan dicabut hak asimi-
lasinya dan akan menjalani sisa hukuman la-
ma sebelum menjalani masa hukuman yang
baru, selama masa covid-19 Rutan Kelas II B
Ruteng sudah memberikan hak asimilasi
kepada 204 warga binaan dan sampai de-
ngan saat ini belum ada warga binaan yang
melakukan tindak kejahatan kembali, maka
dapat di tinjau kembali cara ini cukup efektif
dimana narapidana tidak akan melakukan
tindak kejahatan lagi. Jadi menurut penulis
dengan kebijakan seperti ini juga dapat
membantu narapidana terkait dengan hak-
hak narapidana dimana dengan cara seperti
ini narapidana dapat mengetahui apa saja
yang menjadi hak-hak dari narapidana. Jika
dilihat kebijakan dari hakim pengawas dan
pengamat ini menurut penulis cukup efektif.
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Kebijakan Pidana Kurungan Pengganti
Pidana Denda dalam Perkara Tindak Pi-
dana Korupsi

Becker dan Posner sebagaimana diku-
tip oleh Bakhri (2009) mengemukakan bah-
wa penggunaan pidana denda mempunyai
beberapa keuntungan dibandingkan dengan
pidana penjara. Penggunaan pidana denda
dapat menghindari biaya sosial yang dike-
luarkan untuk memelihara penjara, meng-
hindari penahanan yang tidak perlu, dan
menghindari penyia-nyiaan modal manusia
yang tidak berguna di dalam penjara.

Perkembangan konsepsi baru dalam
hukum pidana, yang menonjol adalah per-
kembangan mengenai sanksi alternatif yakni
dari pidana hilang kemerdekaan ke pidana
denda. Hal demikian terlihat dari penegasan
yang dikemukakan Muladi dan Arief (1998),
pidana denda merupakan jenis sanksi pi-
dana yang lebih efektif dan lebih penting se-
bagai alternatif dari pidana pencabutan ke-
merdekaan. Namun dipihak lain, khususnya
dalam praktik peradilan di Indonesia pidana
denda merupakan jenis pidana pokok yang
paling jarang dijatuhkan oleh para hakim
(Muladi dan Arief, 1998:125; dan Akbar, 2019).

Dalam kaitan ini, Bakhri (2009: 318)
menegaskan bahwa penerapan pidana den-
da bagi terpidana terutama dalam perkara
korupsi belum sepenuhnya dapat diterap-
kan secara efektif. Hal ini disebabkan adan-
ya sejumlah kendala teknis, yang menurut-
nya salah satunya adalah terkait sulitnya
mengeksekusi sanksi denda (Bakhri, 2009).
Pelaksanaan pidana denda masih terikat pa-
da ketentuan umum menurut Pasal 30 dan
Pasal 31 KUHP. Menurut ketentuan dalam
Pasal 30 KUHP, tidak ada batas waktu yang
pasti kapan denda itu harus dibayar. Demi-
kian juga tidak ada ketentuan mengenai tin-
dakan-tindakan lain yang menjamin agar
terpidana dapat dipaksa untuk membayar
dendanya misalnya dengan jalan merampas
atau menyita kekayaan harta benda terpi-
dana. Menurut sistem KUHP, alternatif yang
dimungkinkan dalam hal terpidana tidak

mau membayar pidana denda hanyalah
dengan mengenakan kurungan pengganti.
Padahal sesungguhnya kurungan pengganti
sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal
30 KUHP hanya berkisar antara 6 (enam)
hingga 8 (delapan) bulan. Hal inilah meru-
pakan kelemahan penerapan pidana denda.
Pada akhirnya hakim cenderung lebih mem-
ilih mengenakan pidana penjara daripada
pidana denda (Bakhri, 2009). Disamping itu
berdasarkan Pasal 31 KUHP dapat disim-
pulkan bahwa yang dihukum pidana denda
pada dasarnya bebas untuk memilih antara
membayar denda yang dijatuhkan atau
menjalani hukuman kurungan pengganti.
Tidak ada alat pemaksa agar terpidana den-
da membayar denda yang dijatuhkan.

Didalam Undang Undang Tipikor tid-
ak ada kualifikasi tindak pidana berupa ke-
jahatan atau pelanggaran. Secara umum an-
caman pidana denda dirumuskan dengan
menerapkan “sistem minimum khusus” dan
“maksimum khusus” dalam perumusan de-
lik. Pada UU Tipikor yang ternyata menun-
jukkan pola perumusan jumlah denda yang
berbeda (tidak konsisten) satu sama lainnya.
Penyebab ketidak konsistenan demikian, se-
benarnya tidak jauh berbeda dengan ketika
menetapkan sistem ancaman pidana denda
ataupun menetapkan jumlah denda dalam
KUHP, yaitu karena ketiadaan kriteria yang
digunakan dalam mengambil kebijakan. Pa-
da tabel 1 dapat dilihat efektifitas sanksi pi-
dana denda dan pengganti denda di Penga-
dilan Negeri Surabaya tindak pidana ko-
rupsi pada tahun 2019 (tabel 2).

Dengan melihat putusan yang ditetap-
kan tidak menunjukkan kejelasan dalam pe-
nentuan penjatuhan pidana denda dan pe-
ngganti denda oleh hakim di dalam KUHP
dan UU Tipikor. Memang dalam konteks pe-
midanaan yang berorientasi individualisasi
pidana, penetapan ukuran/jumlah denda
yang tinggi sebagai Maksimum Khusus akan
memberi keleluasaan bagi hakim. Hakim da-
pat menjatuhkan putusannya pada pelaku,
dengan bergerak pada batas ancaman Min-
imum Umum (Minimum Khusus) ke Mak-

8 |ML]J Volume 3 Nomor 1 2022



ML] Merdeka Law Journal
Vol. 3 (1) 2022: 1-22

simum Khusus (Maksimum Umum) dengan
range yang sangat luas (jumlah denda ting-
gi). Namun demikian, harus tetap dalam ba-
tas-batas yang rasional. Terlebih adanya
pendapat bahwa bobot suatu kejahatan atau
pelanggaran norma itu Dbersifat relatif
(Tutrianto, 2018, dan Martadinata et al.,
2021).

Kebijakan pelaksanaan denda juga
dikenal dikenal dengan istilah kebijakan ek-
sekutif/administratif adalah tahap akhir da-
lam mengkonkretkan putusan pengadilan
pidana. Untuk menjamin eksekusi pidana
denda dapat dilaksanakan, maka pemben-
tuk undang-undang (kebijakan legislatif)
menyiapkan seperangkat sarana berupa a-

turan pelaksanaan pidana denda. Persoalan
yang menonjol berkaitan dengan aturan pe-
laksanaan pidana hingga saat ini, Indonesia
belum memiliki satu aturan yang bersifat
komprehensif mengatur pelaksanaan semua
jenis-jenis pidana di dalam KUHP. Sementa-
ra yang ada masih bersifat fragmentaris, mi-
salnya pelaksanaan pidana perampasan ke-
merdekaan diatur dalam Undang-undang
No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,
pelaksanaan pidana mati diatur dalam Pen-
pres No. 2 Tahun 1964 dan pelaksanaan pi-
dana denda diatur dalam KUHP, khususnya
Pasal 30 dan 31.

Tabel 2. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Tindak Pidana Korupsi

No Putusan Terpidana  Penjara Denda Penganti Denda

1. Putusan PN SURA- Sugiarto Pidana penja- Rp. Pidana kurungan
BAYA Nomor ra selama 5 200.000.000,- selama 1 (satu)
4/Pid.Sus- (lima) tahun (dua ratus juta bulan
TPK/2019/PN Sby rupiah)

2. Putusan PN SURA- Soeyono Pidana penja- Rp Pidana kurungan
BAYA Nomor Hadi ra selama 2 50.000.000,00 selama 2 (dua)
99/Pid.Sus- (dua) tahun (lima puluh  bulan
TPK/2019/PN Sby juta rupiah)

3. Putusan PN SURA- Yohan Pidana penja- Rp Pidana kurungan
BAYA Nomor Charles I ra selama 3 50.000.000,00 selama 3 (tiga)
102/Pid.Sus- Lengkey (tiga) tahun (Lima  puluh bulan
TPK/2019/PN Sby dan 6 (enam)  juta rupiah)

4.  Putusan PN SURA- Ribut Hari- Pidana penja- Rp. Pidana kurungan
BAYA Nomor anto ra selama 4 200.000.000,- selama 1 (satu)
3/Pid.Sus- (empat) tahun (dua ratus juta bulan
TPK/2019/PN Sby rupiah)

5. Putusan PN SURA- Alfiah Pidana penja- Rp50.000.000,0 Pidana kurungan
BAYA Nomor raselama 1 0 (lima puluh selama 1(satu)
103/Pid.Sus- (satu) tahun 4 juta rupiah) bulan
TPK/2019/PN Sby (empat) bulan

6. Putusan PN SURA- Nur Aini Pidana penja- Rp.50.000.000,0 Pidana kurungan
BAYA Nomor ra selama 1 0 (lima puluh selama 1 (satu)
81/Pid.Sus- (satu) tahun juta rupiah) bulan
TPK/2019/PN Sby

7. Putusan PN SURA- Esti Pidana penja- Rp. 50.000.000, Pidana kurungan
BAYA Nomor Handayani ra selama 1 (lima puluh selama 3 (tiga)
39/Pid.Sus- (satu) Tahun juta Rupiah) bulan
TPK/2019/PN Sby dan 6 (enam)

Bulan

Dengan adanya pengaturan pidana

denda yang tinggi dalam UU Tipikor,
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setidaknya memberikan sumbangan dalam
mengurangi terjadinya tindak pidana ko-
rupsi, walaupun undang-undang tersebut
mengatur juga tentang pidana tambahan
sebagaimana Pasal 18 UU Tipikor. Dengan
be-lum adanya kebijakan legislatif mengenai
pelaksanaan pidana denda sebagaimana
yang diatur dalam aturan umum KUHP,
maka tidak akan banyak artinya kebijakan
untuk menaikkan jumlah ancaman pidana
denda di luar KUHP tanpa adanya peru-
bahan di dalam KUHP. Dalam menetapkan
kebijakan legislatif pidana denda di masa
depan yang berhubungan dengan pelaksa-
naan pidana denda perlu dipertimbangkan,
system penetapan jumlah atau besarnya pi-
dana denda, batas waktu pelaksanaan pida-
na denda, tindakan-tindakan paksaan yang
diharapkan dapat menjamin terlaksananya
pembayaran denda dalam hal terpidana ti-
dak dapat membayar dalam batas waktu
yang telah ditetapkan, pelaksanaan pidana
denda dalam hal-hal khusus, dan pedoman
atau kriteria untuk menjatuhkan pidana
denda.

Terkait dengan penetapan jumlah pi-
dana denda, diperlukan perumusan dalam
kebijakan legislatif. Hal ini mengingat pi-
dana denda berbeda dengan jenis pidana
pokok lainnya di mana pidana denda meru-
pakan jenis pidana yang bernilai uang dan
mempunyai nilai ekonomis, sehingga harus
dilaksanakan pidana denda secara tuntas.
Oleh karena itu, dalam menetapkan dan me-
nerapkan pidana denda harus diterapkan
prinsip proporsionalitas. Prinsip ini bermak-
na bahwa sanksi yang dikenakan harus se-
suai dengan beratnya pelanggaran yang te-
lah dilakukan. Hal ini merupakan salah satu
upaya untuk mencapai keadilan. Adanya
beberapa kelemahan kebijakan untuk me-
nanggulangi tindak pidana korupsi saat ini
mengharuskan lahirnya kebijakan baru. Atas
dasar pemikiran inilah maka tahap formu-
lasi kebijakan pidana oleh legislatif harus
dilakukan perubahan terhadap undang-un-
dang korupsi tersebut, sehingga tujuan pe-
ngenaan pidana penjara, denda, dan Tinda-

kan sebagaimana yang telah diatur di dalam
undang-undang korupsi tersebut memenuhi
keinginan dan tujuan pemidanaan-nya yakni
selain memberikan efek jera, nestapa, dan
perlindungan tetapi juga memberikan ja-
minan pengembalian aset negara dari terpi-
dana korupsi dapat dilaksanakan secara
efisien dan efektif.

Pidana denda sebagai hukum sanksi,
harus mendapatkan formulasi yang tepat
dalam pelaksanaannya yang disesuaikan de-
ngan efisiensi, rasionalitas yang tetap bernu-
ansakan falsafah pemidanaan, yaitu keseim-
bangan, keharmonisan (Ketaren et al., 2021).
Pidana denda dalam RKUHP bersifat “pro-
gresif” pada dasarnya belum dikenal dalam
sistem hukum pidana Indonesia. Denda pro-
gesif dalam sistem pemidanaan sebenarnya
berarti melakukan pendekatan fisikal ter-
hadap pidana denda.

Selanjutnya adanya perbedaan penting
antara KUHP dan RKUHP dalam hal pera-
turan pidana denda. Antara lain dalam hal
pidana pengganti (subsidair) dari pidana
denda. Menurut KUHP pidana subsidairnya
adalah pidana kurungan, sedangkan menu-
rut RKUHP dirumuskan secara luas yaitu
pidana pencabutan kemerdekaan. Berdasar-
kan konsep RKUHP itu Hakim dapat mene-
tapkan dalam putusannya berapa lama ter-
pidana harusmembayar dendanya dengan
cara mengangsur (mencicil). Dengan demi-
kian wewenang untuk menetapkan teng-
gang waktu tersebut tidak lagi berada pada
jaksa.

Perumusan ancaman pidana denda,
menetapkan jumlah atau ukuran pidana
denda dan menetapkan pelaksanaan pidana
denda oleh kebijakan legislatif, pada prin-
sipnya merupakan kebijakan menetapkan
garis operasional bagi hakim sekaligus juga
kebijakan pemberian kebebasan bagi hakim
untuk menetapkan jenis pidana (denda),
ukuran/jumlah pidana denda dan pelaksa-
naan pidana denda.

Menurut pandangan Arief (2016) bah-
wa sistem pemidanaan yang bertolak dari
paham individialisasi pidana, tidak berarti
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memberi kebebasan sepenuhnya kepada
hakim dan aparat-aparat lainnya tanpa pe-
doman atau kontrol/kendali. Perumusan
Tujuan dan pedoman pemidanaan dimak-
sud sebagai fungsi pengendalian sekaligus
memberi dasar filosofis, dasar rasionalitas
dan motivasi pemidanaan yang jelas dan
terarah.

Kebijakan perumusan ancaman pidana
denda dalam kebijakan legislatif yang akan
datang; Apabila tetap konsern dengan “ide
individualisasi” pidana, seyogyanya kebi-
jakan legislatif mempertimbangkan sistem
perumusan ancaman pidana yang bersifat
lebih longgar/elastis/fleksibel sehingga ada
kebebasan bagi hakim untuk mengope-ra-
sionalkan pidana denda. Kebijakan perumu-
san ancaman pidana denda dalam kebijakan
legislatif yang akan datang; Apabila tetap
konsern dengan “ide individualisasi” pi-
dana, seyogyanya kebijakan legislatif mem-
pertimbangkan sistem perumusan ancaman
pidana yang bersifat lebih longgar/ elas-
tis/fleksibel sehingga ada kebebasan bagi
hakim untuk mengoperasionalkan pidana
denda.

Kebijakan yang demikian sebenarnya
sangat realistis karena fakta pada umumnya
menunjukkan jika akibat kerugian dari tin-
dak pidana korupsi relatif sangat besar se-
hingga jumlah denda yang ditetapkan dalam
kategori VI pun dipandang belum memadai
untuk mencapai tujuan pemidanaan bagi
pelaku tindak pidana korupsi. Oleh karena
itu, kebijakan legislatif memandang perlu
menempuh kebijakan khusus/menyimpang
dalam menetapkan ancaman jumlah pidana
denda untuk korupsi sebagaimana diatur
dalam Bab XXXI. Namun, kebijakan ini
menurut penulis juga belum menyelesaikan
masalah karena penetapan ancaman yang
bersifat pasti dalam rumusan delik (sistem
maksimum khusus) maupun sistem kate-
gori, suatu saat akan mudah ketinggalan
jaman pula sejalan dengan perkembangan
moneter dan ekonomi baik nasional maupun

global.

Atas dasar uraian di atas, untuk meng-
hindari kemungkinan adanya dualisme sis-
tem penetapan jumlah pidana denda, uta-
manya yang didorong karena alasan untuk
strategi dalam menghadapi jenis-jenis tindak
pidana yang potensial menimbulkan keru-
gian atau tindak pidana dengan motif men-
cari keuntungan/ekonomi maupun karena
alasan sebagai antisipasi terhadap perkem-
bangan nilai mata uang, maka seyogyanya
kebijakan legislatif mempertimbangkan “Sis-
tem Pidana Denda Progresit” yang berorien-
tasi pada kerugian/hasil keuntungan dari
melakukan tindak pidana.

Kebijakan menetapkan ancaman jum-
lah denda dengan sistem progresif di atas,
menurut penulis merupakan salah satu cara
untuk merasionalkan jumlah ancaman pi-
dana denda sekaligus menciptakan elastis-
itas dalam pemidanaannya, karena hakim
diberi kewenangan yang longgar untuk
menjatuhkan pidana denda yang besarnya/
perhitungannya sangat elastis/fleksibel/
longgar mengikuti nilai kerugian atau hasil
keuntungan yang diperoleh dari tindak pi-
dana, dengan batas-batas yang telah dite-
tapkan oleh kebijakan legislatif (UU). Secara
teoritis kebijakan ini sejalan dengan Teori
Herstel van geleden maatschappelijk nadeel yang
berpandangan bahwa kejahatan itu men-
imbulkan kerugian yang bersifat ideel (ideel
nadeel) dalam masyarakat. Oleh karena itu,
pidana diadakan untuk memperbaiki keru-
gian masyarakat yang terjadi pada masa la-
lu; dan sejalan dengan Ajaran Teori Etika
yang berpandangan bahwa tiada seorang
pun boleh mendapat keuntungan karena
suatu perbuatan jahat yang telah dilakukan.

Selain itu, penetapan Sistem Pidana
Denda Progresif ini tidak hanya sebagai so-
lusi dalam menghadapi tindak pidana
korupsi saja. Terlebih lagi pidana denda itu
bersifat relatif, yang mana kemampuan
keuangan/finansial setiap pelaku tindak
pidana itu itu berbeda satu sama lainnya.
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Atas dasar itu Pasal 82 Konsep menetap-
kan:

Ayat (1) Dalam penjatuhan pidana
denda, wajib dipertimbangkan kemampu-
an terpidana;

Ayat (2) Dalam menilai kemampuan
terpidana wajib diperhatikan apa yang da-
pat dibelanjakan oleh terpidana sehubu-
ngan dengan keadaan pribadi dan ke-
masyarakatannya.

Ayat (3) Ketentuan sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak
mengurangi untuk tetap diterapkan min-
imum khusus pidana denda yang ditetap-
kan untuk tindak pidana tertentu.

Ketentuan di atas pada prinsipnya ber-
tujuan agar pelaku jangan sampai dijatuhi
pidana denda yang melampaui batas ke-
mampuan finansialnya. Ini mengingat tuju-
an pemidanaan bukan sebagai pembalasan.
Harus pula disadari, penjatuhan pidana
yang melampau batas kemampuan pelaku a-
kan menimbulkan konsekuensi yuridis yang
mungkin lebih berat dari penjatuhan pidana
denda itu sendiri bagi si pelaku. Selain itu,
pernah disinggung sebelumnya bahwa ke-
lemahan mendasar dari pidana denda ada-
lah mudah dialihkan kepada pihak ketiga.
Oleh karena itu, dengan adanya syarat bah-
wa penjatuhan pidana denda wajib memper-
timbangkan kemampuan finansial pelaku,
diharapkan dapat menghindari pembayaran
denda oleh pihak ketiga yang tidak bersalah.
Bahkan di Jerman, untuk memastikan pem-
bayaran denda harus dilakukan sendiri oleh
pelaku, maka dalam Yurisprudensi Jerman
dengan merujuk pada -einhellige Meinun
ditetapkan bahwa pembayaran oleh pihak
ketiga tidak diperkenankan. Namun demi-
kian, dalam praktiknya/pelaksanaannya, ke-
bijakan ini ternyata sulit diawasi. Oleh kare-
na itu, penulis lebih setuju dengan Kebijakan
di Belanda yang mana Hoge Raad memper-
timbangkan bahwa hakim tidak boleh me-
netapkan (harus) dibayarnya denda oleh ter-
pidana sendiri sebagai syarat penjatuhan
pidana pengganti.375 Kebijakan ini menurut
penulis lebih realistis karena tidak perlu

mempersoalkan siapa yang harus membayar
denda, walau sedapat mungkin harus dil-
akukan oleh pelaku sendiri. Sebab, apabila
kebijakan legislatif benar- benar konsisten
dengan ketentuan/syarat bahwa pelaku
sendiri yang harus membayar denda, maka
seharusnya jenis pidana denda tidak di-
jatuhkan/diancamkan terhadap pelaku tin-
dak pidana anak-anak/remaja karena ter-
dapat pertentangan antara hukum dengan
kenyataan.

Hukum di satu sisi menetapkan bahwa
denda harus dibayar sendiri oleh pelaku dan
di sisi lain terdapat suatu kenyataan bahwa
pada usia anak-anak/remaja pada umum-
nya belum memiliki kemampuan finansial
(belumberpenghasilan) sehingga mustahil
pidana denda dibayar sendiri oleh pelaku
(anak-anak/remaja). Barangkali atas dasar
pertimbangan ini KUHP Prancis menetap-
kan bahwa “the fine-day” atau “jour amande”
tidak dapat dikenakan kepada anak-anak.
Sebaliknya dalam Konsep KUHP menetap-
kan bahwa pidana denda merupakan salah
satu jenis pidana pokok yang dapat dijatuh-
kan terhadap anak sebagai pelaku tindak
pidana (Pasal 113). Adapun anak yang dapat
dijatuhi pidana denda adalah anak yang te-
lah berumur 16 tahun (Pasal 120 ayat 2). Wa-
laupun jumlah denda untuk anak ditetapkan
paling banyak %2 (satu per dua) dari maksi-
mum pidana denda yang diancamkan ter-
hadap orang dewasa (Pasal 120 ayat 3), teta-
pi kenyataannya untuk anak Indonesia yang
berusia 16 tahun umumnya masih duduk di
Sekolah Menengah Atas (SMA) tingkat/ ke-
las 1 (satu) dan belum berpenghasilan sen-
diri. Oleh karena itu, patut pula dipertan-
yakan kebijakan Konsep KUHP Tahun
2004/2005 yang menetapkan pidana denda
sebagai salah satu jenis pidana yang dapat
dijatuhkan pada anak/remaja.

Mengenai batas waktu dan cara pem-
bayaran denda, Pasal 78 Konsep menetap-
kan:

Ayat (1) Denda dapat dibayar dengan
cara mencicil dalam tenggang
waktu sesuai dengan putusan
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hakim.

Ayat (2) Jika denda sebagaimana di-
maksud dalam ayat (1) tidak
dibayar penuh dalam tenggang
waktu yang ditetapkan, maka
untuk denda yang tidak
dibayar tersebut dapat diambil
dari kekayaan atau dari penda-
patan siterpidana.

Jika dibandingkan dengan KUHP (Po-
sitif), maka cara pembayaran denda menu-
rut Konsep lebih variatif, karena selain me-
netapkan pembayaran denda secara kontan
sebagaimana sistem KUHP, maka Konsep
juga memungkinkan pembayaran secara
mencicil. Dengan demikian ada kelonggaran
bagi hakim atau pelaku untuk memilih cara
pembayaran yang paling sesuai dengan ke-
mampuan finansial pelaku. Tetapi sangat
disayangkan ternyata Konsep tidak mene-
tapkan tenggang waktu yang pasti kapan
pidana denda harus dibayar, semua itu dis-
erahkan pada putusan hakim. Dengan ke-
tentuan semacam itu dapat ditafsirkan bah-
wa hakim bebas menetapkan kapan denda
itu harus dibayar (tidak ada batas waktu
yang pasti). Padahal adanya penetapan wak-
tu pembayaran yang konkrit dengan tetap
berorientasi fleksibilitas waktu pembayaran,
akan memberi kepastian tidak saja bagi na-
rapidana tetapi juga bagi kewenangan pelak-
sana/eksekutor pidana denda.

Kebijakan Konsep di atas sangat ber-
beda dengan KUHP Belanda yang menetap-
kan batas waktu pembayaran denda seku-
rang-kurangnya satu bulan dan setinggi-
tingginya 3 bulan; dan jangka waktu kese-
luruhannya tidak boleh lebih dari 2 tahun
(Pasal 24:a); 377 KUHP Yugoslavia mene-
tapkan batas waktu pembayaran denda tid-
ak dapat kurang dari 15 hari dan tidak lebih
dari 3 bulan, tetapi untuk kasus tertentu
yang dapat dibenarkan (Warranted cases),
denda dapat dicicil dalam batas waktu sam-
pai 2 tahun (Pasal 37 ayat 2);378 KUHP Ko-
rea menetapkan pembayaran denda dan

denda ringan dilakukan dalam jangka wak-
tu 30 (tiga puluh ) hari setelah putusan men-
jadi final (Pasal 69 ayat 1);379 dan KUHP
Thailand menetapkan pembayaran pidana
denda dilakukan dalam batas waktu 30 (tiga
puluh) hari sejak hari pengadilan menjatuh-
kan putusan (Pasal 29).

Kajian perbandingan terhadap bebera-
pa KUHP Asing tersebut, selain menunjuk-
kan kepada kita mengenai pentingnya
penetapan waktu pembayaran denda secara
lebih pasti, juga memperlihatkan mengenai
beberapa cara-cara pengaturan batas waktu
pembayaran denda. Mulai dari kebijakan
yang bersifat rigit (waktunya sangat sempit)
seperti KUHP Korea dan Thailand, hingga
penetapan batas waktu yang lebih longgar
seperti KUHP Belanda dan KUHP Yugosla-
via. Atas dasar segi positif dari kajian per-
bandingan, maka seyogyanya Konsep mem-
pertimbangkan untuk menetapkan batas
waktu pembayaran pidana denda yang lebih
konkrit. Dengan adanya penetapan batas
waktu yang lebih konkrit, akan memberi ke-
pastian kepada pelaku (terpidana) dalam
memenuhi kewajibannya membayar denda
Apabila hingga batas waktu yang telah
ditentukan ternyata denda belum/tidak ter-
bayar maka akan memberi kepastian kepada
aparat eksekusi untuk melakukan upaya
paksa berupa pengambilan pembayaran
denda dari kekayaan atau pendapatan si
pelaku.

Sebagaimana ditetapkan Pasal 78 ayat
(2) Konsep. Selebihnya sebagai antisipasi
apabila pengambilan kekayaan atau penda-
patan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
78 ayat (2) tidak memungkinkan, maka Kon-
sep juga mengatur jenis upaya paksa atau
jenis pidana pengganti denda lain, yang di-
bedakan atas: a) Pidana pengganti denda Kate-
gori I yang diatur dalam Pasal 79; b) Pidana
pengganti denda melebihi Kategori I yang diatur
dalam Pasal 80; dan c) Pidana pengganti denda
untuk Korporasi diatur dalam Pasal 81.

Lebih terperinci mengenai pengaturan
jenis-jenis pidana pengganti sebagai mana
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dimaksud Pasal 79. 80 dan 81 secara beruru-
tan dikemukakan sebagai berikut:
Pasal 79
Ayat (1) Jika pengambilan kekayaan
atau pendapatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 78 ayat
(2) tidak memungkinkan, ma-
ka denda yang tidak dibayar
tersebut dapat diganti dengan
kerja sosial, pidana penga-
wasan, atau pidana penjara,
dengan ketentuan denda ter-
sebut tidak melebihi denda

Kategori I.

Lamanya pidana pengganti

sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah:

a. untuk pidana akerja social
pengganti, berlaku keten-
tuan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 83 ayat (3)
dan Ayat (4);

b. untuk pidana pengawasan,
paling singkat 1 (satu) bu-
lan dan paling lama 1 (sa-
tu) tahun;

c. untuk pidana penjara pe-
ngganti, paling singkat 1
(satu) bulan dan aling lama
1 (satu) tahun;

d. untuk pidana penjara pe-
ngganti, paling lama 1 (sa-
tu) tahun 4 (empat) bulan
jika ada pemberatan pida-
na denda karena perba-
rengan atau karena ada-
nya faktor pemberatan pi-
dana sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 131;

Perhitungan lamanya pidana

pengganti didasarkan pada

ukuran, untuk tiap denda Rp.

2.500,00 (dua ribu lima ratus

rupiah) atau kurang disepa-

dankan dengan:

a. 1 (satu) jam pidana kerja
sosial pengganti;

b. 1 (satu) hari pidana peng-

Ayat (2)

Ayat (3)

awasan atau pidana penja-
ra pengganti;

Setelah menjalani pidana pe-

ngganti, sebagian pidana den-

da dibayar, maka lamanya pi-
dana pengganti dikurangi me-
nurut ukuran yanag sepadan
sebagaimana ketentuan dalam
ayat (3).
Pasal 80:

Ayat (1) Jika pengambilan kekayaan a-
tau pendapatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 78 ayat
(2) tidak dapat dilakukan,
maka untuk denda di atas
Kategori I yang tidak dibayar
diganti dengan pidana penja-
ra paling singkat 1(satu) ta-
hun dan paling lama se-
bagaimana yang diancamkan
untuk tindak pidana yang
bersangkutan.

Ayat (2) Ketentuan Pasal 79 ayat (4) ber-
laku untuk pasal ini sepan-
jang mengenai pidana penjara
pengganti.

Ayat (4)

Pasal 81: Jika pengambilan kekayaan atau
pendapatan sebagimana dimaksud
dalam Pasal 78 ayat (2) tidak dapat
dilakukan maka untuk korporasi
dikenakan pidana pengganti berupa
pencabutan izin usaha atau pembu-
baran korporasi.

Membandingkan kebijakan menetap-
kan jenis pidana pengganti denda untuk
Kategori I dengan yang melebihi Kategori I
di atas, jelas memperlihatkan bahwa alter-
natif jenis pidana pengganti denda untuk
Kategori I lebih banyak (variatif) dibanding-
kan dengan pidana pengganti yang ditetap-
kan untuk denda yang melebihi Kategori I.
Untuk pidana pengganti denda Kategori I,
hakim diberi pilihan untuk menjatuhkan
Pidana Kerja Sosial, atau Pidana Pengawas-
an, atau Pidana Penjara sebagai ultimum
remediun dalam menetapkan jenis pidana
pengganti denda. Sedangkan untuk pidana
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pengganti denda yang melebihi Kategori I,
hakim hanya diberi pilihan untuk menjatuh-
kan jenis Pidana Penjara saja sebagai satu-
satunya pilihan dalam hal pembayaran den-
da yang diambilkan dari kekayaan atau
penghasilan si pelaku tidak mencukupi. Ar-
tinya walaupun sedapat mungkin hakim
mempertimbangkan kemampuan finansial si
pelaku, namun karena tidak ada alternatif
pidana pengganti lain, maka mau tidak mau
hakim harus menjatuhkan pidana penjara
yang waktunya paling singkat 1 tahun dan
paling lama diancamkan untuk tindak pi-
dana yang bersangkutan. Sedangkan apabila
terdapat pemberatan pidana maka pidana
penjara pengganti denda menjadi 1 (satu)
tahun empat bulan. Meskipun kebijakan ter-
sebut menurut Konsep adalah yang paling
cocok dengan bersandarkan pada pertim-
bangan bahwa objek pemidanaan untuk
denda yang melebihi Kategori I secara kuali-
tas lebih berat dibandingkan dengan objek
pemidanaan untuk denda Kategori L.

Namun kebijakan demikian menurut
penulis selain bersifat diskriminatif dan tid-
ak adil juga mencerminkan ketidakkon-
sistenan dalam mengimplementasikan “ide
induvidualisasi pidana” karena tidak me-
nyediakan alternatif pidana pengganti den-
da lain yang berorientasi pada aspek ke-
mampuan finansial pelaku. Bagaimanapun
dalam setiap tindak pidana (termasuk kate-
gori yang berat) selalu terdapat kemung-
kinan hal-hal yang meringan. Terhadap ke-
mungkinan semacam ini maka juga, apabila
denda tidak terbayar seyogyanya juga ada
alternatif kebijakan selain menjatuhkan pi-
dana penjara pengganti/subsider denda.
Selain itu, kebijakan menetapkan pidana
penjara pengganti sebagai satu-satunya al-
ternatif dalam hal denda yang melebihi Kat-
egori I tidak terbayar, maka jelas belum
menerapkan ultimum remedium dalam pen-
jatuhan pidana penjara.

Menurut istilah Arief (2016) merupa-
kan cerminan dari kebijakan bersifat tidak

selektif limitatif dalam penggunaan jenis
pidana penjara; Sebab seharusnya diperhi-
tungkan pula konsekuensi logis dari ke-
bijakan menetapkan pidana penjara sebagai
satu-satunya alternatif pengganti dalam hal
denda untuk yang melebihi Kategori I tidak
terbayar sudah pasti akan berimplikasi pada
peningkatan penggunaan pidana penjara.
Artinya, Lembaga Pemasyarakan akan se-
makin penuh sesak dihuni oleh narapidana
yang menjalani pidana penjara pengganti
denda. Kenyataan tersebut bukan tidak
mungkin terjadi, karena bila mencermati
pengancaman pidana denda dalam Tabel 19
diperlihatkan bahwa pengancaman pidana
denda yang melebihi Kategori I, yaitu Kate-
gori II, III, IV, V dan VI jumlahnya lebih
banyak dibandingkan dengan denda Kate-
gori I, dengan perbandingan 1151 rumusan
(96,16 %): 46 rumusan (3,84%). Akibat seper-
ti diuraikan tadi adalah over kapasitas di
berbagai Lembaga Pemasyarakatan di Indo-
nesia, dan ujung-ujungnya pun sudah dapat
ditebak pasti akan membebani keuangan
negara.

Keterbatasan alternatif pidana peng-
ganti denda terlihat pula dalam kebijakan
yang diterapkan untuk korporasi. Hakim ha-
nya diberi pilihan menjatuhkan pidana
pengganti berupa pencabutan izin usaha
atau pembubaran korporasi sebagai satu-
sarunya alternatif pidana pengganti apabila
pembayaran denda yang diambil dari keka-
yaan atau pendapatan korporasi tidak men-
cukupi. Dengan dijatuhkanya pidana peng-
ganti berupa pencabutan izin usaha atau
pembubaran korporasi, maka berarti korpo-
rasi kehilangan hak sesuai izinnya, alias ha-
rus tutup atau bubar. Apabila dibandingkan
dengan pelaku tindak pidana orang pero-
rangan sama dengan dijatuhi pidana mati.
Maka menurut penulis sangat tidak adil
apabila akibat ketidakmampuan finansial
(bukan ketidakkmauan) korporasi memba-
yar denda lantas dijatuhi pidana pengganti
berupa pencabutan izin usaha atau pembu-
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baran korporasi, tanpa ada/tersedianya al-
ternatif pidana pengganti lain, sebelum men-
jadikan pidana pengganti pencabutan izin
usaha atau pembubaran korporasi sebagai
ulimum remedium.

Bertolak dari pemikiran bahwa kebi-
jakan pelaksanaan pidana denda yang ber-
orientasi pada ide individualisasi pidana”
harus memberi kemungkinan untuk dila-
kukan modifikasi/perubahan/peninjauan
da-lam pelaksanaannya. Maka seyogyanya
kebijakan legislatif mempertimbangkan per-
luasan dari pelaksanaan (strafmodus) pidana
denda baik untuk subjek hukum orang
perseorang maupun badan hukum yang an-
tara lain berupa kebijakan untuk memung-
kinkan penundaan pembayaran denda sep-
erti KUHP Portugal yang antara lain me-
netapkan pembayaran denda dapat ditunda
sampai 1 (satu) tahun atau dapat dicicil da-
lam waktu 2 (dua) tahun382. Apabila ke-
bijakan ini benar-benar direspon dalam Ke-
bijakan KUHP yang akan datang, maka se-
lain dapat diterapkan terhadap denda yang
melebihi Kategori I, juga terhadap korporasi.
Artinya, terhadap denda yang melebihi Kat-
egori I yang tidak terbayar, hakim mempu-
nyai alternatif pidana pengganti berupa
penundaan pembayaran denda sebelum a-
khirnya benar-benar menjatuhkan pidana
penjara pengganti denda sebagai ultimum
remedium. Ketentuan yang sama berlaku
untuk korporasi, sebelum hakim memper-
timbangkan menjatuhkan pidana pengganti
berupa pencabutan izin usaha atau pembu-
baran korporasi.

Bentuk pidana dalam Rancangan Un-
dang-Undang Kitab Undang-Undang Hu-
kum Pidana (RUU KUHP) saat ini tidak
mengenal adanya pidana kurungan. Pidana
pokok yang diatur yaitu pidana penjara, pi-
dana tutupan, pidana denda, pidana peng-
awasan, pidana kerja sosial, dan pidana mati
yang sifatnya alternatif. Harmonisasi pera-
turan perundang-undangan di Indonesia,
khususnya antara tindak pidana khusus
yang diatur secara terpisah dengan KUHP
perlu dilakukan. Walaupun sifatnya khusus,

namun tidak berarti melakukan penyimpan-
gan yang akan menyebabkan kesengsaraan.
Penyimpangan yang terjadi juga tidak boleh
menyimpang dari tujuan pemidanaan yaitu
untuk memperbaiki pelaku agar tidak men-
gulangi kejahatan. Konsep KUHP 2012 perlu
mengatur mengenai batas waktu maksimal
pembayaran pidana denda. Meskipun dalam
Konsep KUHP 2012 hal tersebut ditetapkan
oleh hakim dalam putusannya, namun bisa
saja hakim memberikan jangkwa waktu
yang lama sehingga memberikan keuntu-
ngan ekonomi kepada terpidana, terutama
atas tindak pidana yang memberikan keun-
tungan ekono- mi kepada terpidana seperti
pencurian atau korupsi.

Pidana denda sebagai hukum sanksi,
harus mendapatkan formulasi yang tepat
dalam pelaksanaannya yang disesuaikan de-
ngan efisiensi. Didasarkan pula pada rasion-
alitas yang tetap bernuansakan falsafah pe-
midanaan, yaitu keseimbangan, keharmoni-
san jiwa lahir dan batin dengan pengaruh
falsafah, ajaran, pemikiran para ahli pidana
di dunia dari masa ke masa, bahkan bebera-
pa sistem hukum yang ber-kembang dalam
suatu masyarakat adat, de-ngan ganti keru-
gian sebagai pemenuhan ke-wajiban adat
adalah kepuasan masyarakat terlepas dari
intervensi negara atau sistem peradilan pi-
dana atau berhubungan dengan sistem ter-
sebut. Demikian pula pengaruh hukum Is-
lam, dengan pengenaan diyat mau-pun den-
da terhadap kejahatan yang me-ngakibatkan
kematian atau pelukaan yang tidak disenga-
ja dengan pembayaran diyat, atau berpuasa
dan atau dimaafkan oleh korban ataupun
keluarga korban, bahkan pembayaran diyat
dibebankan pada kekayaan keluarga terpi-
dana. Hal demikian menunjukkan diteri-
manya restorative justice dalam pembaharuan
hukum pidana, terutama tentang pidana
denda sebagai bentuk pemidanaan yang ber-
orientasi kepada keseimbangan.

Berdasarkan beberapa kajian dari
komparasi berbagai negara asing, hukum
islam dan RKUHP maka penulis meformu-
lasi kebijakan legislatif berkaitan dengan
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pidana kurungan pengganti pidana denda
dalam tindak pidana korupsi sebgaimana
dirumuskan dalam beberapa ayat sebagai
berikut, yaitu:

(1) Dalam hal terpidana tidak mem-
bayarkan pidana denda yang dija-
tuhkan kepadanya, maka kepadanya
dikenakan pengambilan harta keka-
yaan atau pendapat terpidana sesuai
dengan pidana denda yang dijatuh-
kan;

(2) Jika atas pengambilan harta keka-
yaan atau pendapatan terpidana tid-
ak mencukupi untuk membayar pi-
dana denda, maka terpidana wajib
mencicil atau mengangsur pidana
denda tersebut dalam jangka waktu
yang telah ditentukan;

(3) Apabila pengambilan pembayaran
denda dari kekayaan dengan se-
bagaimana maksud ayat (2) maka
terpidana dijatuhi alternatif pidana
lain dengan melihat kategor sebagai
berikut:

a) Pidana denda Kategori I; Pidana
pengganti denda untuk Kategori
I meliputi: Judicial Pardon (Re-
chterlijk Pardoon)

b) Pidana Pengganti untuk denda
yang melebihi Kategori I hanya
disediakan Pidana Kerja Sosial,
Pidana Pengawasan, dan Pidana
Penjara dengan Cara Mengang-
sur (Pidana Angsuran).

(4) Dalam putusan hakim ditentukan
jangka waktu sebagaimana dimak-
sud pada ayat (2) dengan memper-
timbangkan kemampuan terpidana;

(5) Jika terpidana tidak mencicil atau
mengangsur pidana denda sebagai-
mana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3), maka untuk pidana denda
yang tidak dibayarkan diganti
dengan pidana penjara paling sing-
kat 1 (satu) tahun dan paling lama
sebagaimana diancamkan untuk tin-

dak pidana yang bersangkutan.
(6) Jika pengambilan kekayaan atau
pendapatan dilakukan korporasi,
maka di pidana denda Kategori IV.
Apabila tidak dapat dilakukan, maka
untuk korporasi dikenakan pidana
pengganti berupa pencabutan izin
usaha atau pembubaran korporasi.
Reformulasi pidana pengganti denda
yang lebih tepat dalam UU Tipikor atau
RKUHP menurut penulis adalah seba-gai-
mana yang telah dijelaskan diatas, de-ngan
penerapan sanksi pidana yang demi-kian,
setidaknya dapat lebih mengefektiftkan pi-
dana denda dibandingkan langsung men-
jatuhkan pidana perampasan kemerdekaan
kepada terpidana yang terbukti bersalah
dalam perkara Tipikor. Pidana denda juga
bisa dipandang sebagai alternatif pidana
pencabutan kemerdekaan. Sebagai sarana
dalam politik kriminal, pidana ini tidak ka-
lah efektifnya dari pidana pencabutan ke-
merdekaan. Berdasarkan pemikiran ini ma-
ka pada dasarnya sedapat mungkin denda
itu harus dibayar oleh terpidana dan untuk
pembayaran itu ditetapkan tenggang waktu.
Kalau keadaan mengizinkan, denda yang
tidak dibayar itu diambil dari kekayaan atau
pendapatan terpidana sebagai gantinya.
Dengan demikian, dalam rangka Pem-
baharuan KUHP, maka nilai-nilai Pancasila
harus merasuk ke dalam seluruh pasal-
pasal. Utamanya aspek yang sangat strate-
gis, yakni stelsel pidana, baik yang berupa
pidana maupun tindakan. Lebih lanjut men-
gapa nilai-nilai Pancasila sangat penting di-
jadikan landasan dalam kebijakan KUHP
yang akan datang, dikemukakan oleh Mu-
ladi, bahwa kebijakan pembaharuan Hukum
Pidana dengan berlandaskan Pancasila, be-
rarti manusia ditempatkan pada keselu-
ruhan harkat dan martabatnya sebagai ma-
hluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesa-
daran untuk mengemban kodratnya sebagai
mahluk pribadi dan sekaligus sebagai ma-
hluk sosial, secara selaras, serasi dan seim-
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bang (Muladi: 1990). Pandangan yang sama
juga dikemukakan oleh Noor MS. Bakry se-
bagaimana dikutip Tongkat (2012) menya-
takan:

Yo Pancasila adalah penyeimbang
sifat individu dan sifat sosial dalam kehi-
dupan bermasyarakat, berbangsa dan berne-
gara. Sehingga Pancasila merupakan titik
perimbangan yang dapat mempertemukan
antara aliran individualisme dan aliran ko-
lektifisme untuk menegakkan Negara mod-
ern yang menempuh jalan tengah dengan
aliran monodualistik atau sering disebut
Negara berfaham integralistik”

Berdasarkan 2 pandangan di atas, jelas
terlihat bahwa nilai-nilai Pancasila sangat
menghargai sifat kodrat manusia baik se-
bagai mahluk pribadi (individu) maupun
sebagai mahluk sosial, atau sering disebut
keseimbangan monodualistik. Oleh karena
itu Barda Nawawi menekankan bahwa perlu
pendekatan humanistik dalam kebijakan pe-
netapan sanksi. Hal ini penting, mengingat
masalah kejahatan dan pidana adalah masa-
lah kemanusiaan. Pendekatan humanistik di
sini berarti penggunaan sanksi pidana kepa-
da pelanggar harus sesuai dengan nilai ke-
manusiaan, sekaligus harus dapat mem-
bangkitkan kesadaran si pelanggar a-kan
nilai-nilai kemanusiaan dan nilai- nilai per-
gaulan hidup masyarakat (Arief: 2001: 74).

Dengan demikian, kebijakan KUHP
yang akan datang, khususnya yang berkait-
an dengan sistem pidana denda hendaknya
juga memperhatikan aspek kepentingan in-
dividu (pelaku tindak pidana) di samping
kepentingan masyarakat yang selama ini
menjadi prioritas. Dalam rangka mengim-
plementasikan perlindungan kepentingan
individu, menurut penulis perlu dipertim-
bangkan “ide individualisasi pidana”, kare-
na selain kondisi dan keadaan pelaku yang
menjadi pusat perhatian dalam pemidaan
denda, ide individualisasi pidana juga mem-
berikan fleksibilitas bagi hakim untuk me-
wujudkan pemidanaan denda yang bersifat
individual. Sebagai solusi dari persolan di
atas, penulis sependapat dengan usulan

yang diajukan oleh Arif (2001), bahwa perlu
ada “pola pemidanaan” dan “pedomanan
pemidanaan”. “Pola pemidanaan” merupa-
kan pedoman pembuatan atau penyusunan
pidana (bagi legislatif; Sedangkan “pedoman
pemidanaan” merupakan pedoman penja-
tuhan/penerapan pidana (bagi yudikatif).
Selanjutnya apa yang dapat dijadikan se-
bagai dasar dari pembentukan “pola pem-
idanaan” dan “pedoman pemidanaan”? Me-
nurut penulis, harus ada “ide dasar” yang
dihayati secara bersama-sama baik oleh ke-
bijakan legislatif, kebijakan yudikatif mau-
pun kebijakan eksekutif sebagai satu kesatu-
an sebuah sistem pemidanaan. Adapun “ide
dasar” itu ialah “ide “individualisasi pi-
dana”. Dengan demikian, dalam rangka re-
orientasi dan reformulasi Sistem Pidana
Denda ke depan, seyogyanya ide individual-
isasi pidana menjadi latar belakang pe-
mikiran bagi kebijakan legislatif

Tujuan pada hakekatnya adalah kea-
daan yang diperjuangkan untuk dapat dica-
pai. Baik itu dirumuskan terlebih dahulu
secara resmi, tetapi dapat pula langsung di-
perjuangkan secara tidak resmi dan tanpa
dinyatakan secara tegas.330 Perumusan tuju-
an adalah konsekuensi logis dari sebuah
“sistem” (pemidanaan). Seperti dikatakan
Muladi, seharusnya dalam pengertian “sis-
tem” tersebut, sudah terkandung “tujuan”
yang jelas dari sistem. Di samping karakter-
istik yang lain seperti keterpaduan/ sink-
ronisasi (integration and coordination) (Mu-
ladi: 1995).

Tujuan pemidanaan ideal bagaimana
yang akan dirumuskan dalam KUHP akan
dating. Secara teoritis banyak teori-teori tu-
juan pemidanaan yang dapat dipertimbang-
kan sebagai acuan tujuan pemidanaan da-
lam KUHP yang akan datang, yaitu: 1) Teori
absolut atau Teori Pembalasan (Retribu-
tive/Vergelding Theory) yang melihat pemida-
naan sebagai pembalasan; memusatkan ar-
gumennya pada tindak pidana yang sudah
dilakukan; memandang ke masa lampau
(backward-looking). 2) Teori Relatif atau Teori
Tujuan (Utilitarian/Doeltheorien), yaitu meli-
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hat pidana sebagai sarana untuk mencapai
tujuan yang bermanfaat. Tujuan tersebut
dapat berupa prevensi khusus yang di-
tujukan kepada si pelaku, prevensi umum
yang diarahkan kepada masyarakat, baik
dalam rangka pencegahan umum maupun
perlindungan masyarakat; memusatkan per-
hatiannya pada konsekuensi-konsekuensi di
masa depan dari suatu pidana (foward-
looking). 3) Teori Gabungan (Vereniging Theo-
rien), yaitu pidana hendaknya didasarkan a-
tas tujuan unsur-unsur pembalasan dan
mempertahankan ketertiban masyarakat,
yang diterapkan secara kombinasi dengan
menitikberatkan pada salah satu unsur tan-
pa menghilangkan unsur-unsur yang lain,
maupun

4. Simpulan dan Saran

Simpulan

Hakim pengawas dan pengamat mem-
punyai peran yang sangat penting dalam
membangun keputusan hakim yang sesuai
dengan keadilan masyarakat dan pola pem-
binaan narapidana yang baik. Jadi ruang
lingkup kerja hakim pengawas dan penga-
mat sangat kecil dimana hakim pengawas
dan pengamat tidak mempunyai peran da-
lam proses pemberian pembebasan bersya-
rat dan hakim pengawas dan pengamat ha-
nya dapat mengawasi dan mengamati serta
tidak memiliki wewenang terkait dengan
penentuan apakah warga binaan tersebut
ber-hak mendapatkan pembebasan ber-
syarat. Pemberian pembebasan bersayrat di
masa covid-19 sudah berjalan sesuai pro-
sedur dan undang-undang yang berlaku.

Mengenai kebijakan hakim pengawas
dan pengamat dalam pelaksanaan pembeba-
san bersayarat di masa covid-19, hakim
pengawas dan pengamat melakukan kun-
jungan ke Rutan Kelas II B Ruteng guna
memberitahukan kepada narapidana-narapi-
dana mana saja yang telah memenuhi per-
syaratan untuk mendapatkan pembebasan

bersyarat selama masa covid-19 dan mem-
beritahukan hak-hak lainnya yang telah di
atur dalam pasal 28 dan 82 Peraturan Men-
teri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor
3 Tahun 2018 Tentang Tentang Syarat Dan
Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti
Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Ber-
syarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Ber-
syarat. Didalam perjalanannya hakim pe-
ngawas dan pengamat tidak berjalan seba-
gaimana mestinya, banyak kekurangan disa-
na-sini yang menghambat pekerjaan mulia
ini dimana dimasa covid-19 ketika adanya
warga binaan yang terinfeksi virus covid-19
menyebabkan penundaan jadwal penga-
wasan dan pengamatan, adapun hambatan
lain seperti hakim yang sangat terbatas di
suatu wilayah kabupaten/kota akan sangat
membebani tugas pokok hakim untuk men-
gadili perkara yang tidak sebanding dengan
jumlah hakim dengan perkara yang harus
disidangkan, sementara hambatan dari sisi
sarana dan prasana, menjadi sesuatu yang
klasik hampir semua aparatur negara.

Saran

Hendaknya hakim pengawas dan
pengamat lebih menigkatkan perannya da-
lam hal pengawasan dan pengamatan nara
pidana di Rutan Kelas II B Ruteng selanjud-
nya untuk memaksimalkan peran dan arti
penting pengawasan dan pengamatan yang
dilakukan oleh hakim pengawas dan pe-
ngamat dan lembaga pemasyarakatan hen-
daknya pemerintah membuat peraturan pe-
laksanaan sehingga ruang lingkup kerja ha-
kim pengawas dan pengamat di perluaskan
lagi karena dalam hal ini seharusnya hakim
pengawas dan pengamat mempunyai peran
yang sangat penting dimana peraturan ter-
sebut mengacu pada Surat Edaran mah-
kamah Agung Nomor 7 tahun 1985.

Hendaknya adanya penambahan tugas
hakim pengawas dan pengamat atau adanya
staf pembantu tugas pengawasan dan pe-
ngamatan narapidana di pengadilan Negeri
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Ruteng mengingat kesibukan hakim penga-
was dan pengamat dalam melaksanakan tu-
gasnya yaitu memeriksa, mengadili dan
memutus perkara di pengadilan Negeri Ru-
teng. Kemudian, hendaknya ada anggaran
yang lebih di persiapkan dalam rangka me-
laksanakan tugas hakim pengawas dan pe-
ngamat dalam melakukan pengawasan dan
pengamatan terhadap narapidana. Menge-
nai kebijakan hakim pengawas dan penga-
mat terkait peradilan atau penegakan hu-
kum di masa covid-19 diminta agar lebih
selaras antar instansi, dimana petunjuk pim-
pinan dan teknis antar instansi masih ber-
jalan sendiri-sendiri.
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